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S LEMBARAN DAERAT

T,

o BUPATEN DAERMI TIGKAT 1 pEvine

NOMOR : 5 TAHUN 1983 SERI D
'NCMOR 3

-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGXAT I!
REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1988
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT Il REMBANG NOMOR 13 TAIUN 1880
TENTANG SUSUVAN ORGANISAS] DAN TATA KERJA SE¥RE-
TARIAT WILAYAH / DAERAH TINGXAT Il DAN SEXRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il REMBANG

Menimbang i a. Bahwa berdasarkan Surat Menteri ¢a'am Negarj
tgl. 7 Desember 1887 Nomor 061/12°40/5.
perihal Peninakatan Sub Bagian Orazrisasi
dan Tatalaksana menjadi Bagian cin Surat
Mentari Dalam Ne-eri tanagal 14 Cesomber
1987 Nomor 061.1/1218/ Litbang perinal Pe.-
ngaturan Organisasi Radio Siaran Fermierintah
Daerah (RSPD), maka dipandang parlu manin
jau kembali Susunan Organisasi d:n Tarakerja
Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekratariat

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten

Daerah Tingkat 1l Rembang.



Mengingat

b.

i 1

—

Bahwa beriubung dengan itu, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Dastah Finukat Il Rembang
Nomor 13 Tahun 1880 jo Homor 7 Tahun 1984
tsntang Susunan Organisesi dan Yatakerja Se-
wretariat Dewsn Peiwaki'en itakyatr Daerah
Kabupaten Dazerah Tingkat |l Rembang perlu
perlu diubah untuk di sesuaikan dengan mek—
sud Surat Menteri Dalam Negeri tersebut di-
atas yang pengaturannya di tuangkan dalam
Peraturan Daerah Kebupaten Daerah Tingkat il
Rembanag.

!ndang undang Nomor 5 Tahun 1974 tantang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Dasrah <abupaten dslam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

 Kesutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130

Tzhun 1978 tentang Pedoman Susunan Orga-
n'sasi dan lata kerja Sskreariat Wilzyah/Deerah
Tingkat 1, Sekr:tarizt Xotamedys/Deerah Tk. 11
dan Sekretsriat Dewan Perwakiian Rakyat Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat IL

_ Reraturan Daerah Kabupaten Dasreh Tingkat Il

Rembang Nomor 13 Tshun 1880 tentang Su-
sunzn Organisasi dan Teizke:js Seckrstariat Wi
tavah 7 Daerah dan Sekrstariat Dswan Perwa-
kilan Rakyet Daerah Kabupaten Dzerah Ting-

kat iI Fembang.

Dengan Persetujuan Dswan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat il Rembany,

Menetapkan

MEMUTUSKAN

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT I! REMBANG TENTANG PERUBAHAN



PERATURAN DAERAH KAEUFATER ERAH TINGKAT Il
A

REMB
OMOR & TAHUN 1958

TENTANG

PERUBAHAN FERTAMA PERATURAN DAERAH XABUPATEN
DAERAH T:NGKAT il REM=A%G NOMOR 1' TAHUN 1586
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT U-
MUM KABUPATEN DAER&H TINGKAT il REMBANG

. PENJELASAN UMUM -

Bahwa dergan Hesviusan Eersamz  Menteri Kesehatan
dan Ment=ii Dalam  Neger &l tangeal 12 Pebruari 1987
Nomor : 68 / Menies/3<B/1&.7, Nomor 4 Tahun 1987 telah
ditetapkan Poiz Tarip Pa-ei i awat “ginan Fumah Sakit
Umum Dazrah bzgi pssoria Perum FHuseds Bhakti.

Sesuai dengan kstentuan Passl 15 Surat Keputusan Ber-
Sama terseout!, maka pelaksanzannya harus segera dituangkan
delam FPerzturan Daerah,

Sebsgai palsksanasn Pussl 15 iersetut, maka dipandang
periu untek msruban Peratyran Doerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1i Rembang Nomor 11 Terun (9584 tentang Pelaysnan
Kesehatan Pada fumah Sakit Umum %abupaien Daerah
Tingkat 1l Rembarg vang telah disah“zn oleh Gubernur Ke—
paia Daerah Tingkat | Jaws Tongah denszan Surat Keputusan
tanggal 12 Agustus 1987 Nover @ 189837 231/1487 dan di-
undangkan dalam Lan.beran Dacrah fingkat I Rembang
tanggal 13 Agustus 1987 ~omor 21 Tahun 1837 Seri B
Nomor 9 untuk disasuaikan dengan Surat Reputusan Bersama
tersebut diatas, -
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II. PENJELASAN PASAL DEM! PASAL :

Pasal | A

Pasal | B
Pasal | C

Pasal | D

Pasal | E

1

Peserta yang di naksud da'am Peraturan Pe-—
merintah No. 22 ¢an No. 23 Tahun 1984 ada-
lah Pegawai ™agari Sipil dan Penerima fensiun
yang penghasianiya dipotong untuk p=me-
liharaan kesehatan,

Cukup jelas.

Biaya perawatsn dan obat—obatan tersebut di-
bayar alen rerum Husada 3hakti dari pemo-
torgan nanghasiian Psgawai Negeri Sipil dan
Panerimea Parsiun.

Ketantusn ~asal 11 oyat (3, istitah 3PDPK
diganti d=ngzn Perum Husada Bhakti seaang-
kan ayat (3} dihapus dan dipindahkan ke ayatl
(2; Pasal 33 sesull pzsubahan Peraiuran Daa-

p—

rah ini. = g
Pasa! 33 s/d 37 : Cukup jelas.
pasal 33 ayat ‘17 . Cukup jelas. 7

ayat 12, . Pes:sta yang menghendaki dirawat
di Lelas yang lebih tinggi dari pada
hzlnya, waitb membayar selisih tarip
s::ual dengsn taric Rumah Sakit
yarg maliputi !

Bizya perawatan, visits, jasa tin-
dzkan dan ssbagainya,

Pasai 39: Kstantuan tarip dari Perum Husada
Bhakti yang besaku pada saat di-
susunnya Peraturen Daerah ini ada-
lzh Rp 3.000,— (tiga ribu rupiah). }

oasal 40 : Rirciannya adalah sebagai berikut !

o

. Komponen Jasa Rumeh Sakit :
30% X Ketentuan yang berlaku
masuk ke Kas Dasrah.

S
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- Komponen alat dan bahan habis
pakai : 30% X Ketentuan yang
berleku, habis untuk pasien.

- Komponen Jasa Mecik dan Ad-
ministrasi: 40 % x Ketentuan yang
beriaku, untuk jasa dokter. pera-
wat dan lain lain.

Pasal 41 dan : Cukup jelas,

Pasal | F : Cukup jeles.

Pasal Il Cukup jelas.
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KEDUA PERATURAN DAE3AH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT i REMBANG NOMOR 13
TAHUN 1980 TENTANG SUSUMNA"Y ORGAN|—
S3281 DAN TATA<KERJA SEKRETAFIAT WILA~
Y2AH j DaERAH DAN SEXRETARIAT DEWAN
PEXWAKILAN RAKYAT DAERA[] FABUPATEN
DAERAH TING-ZAT Il REMBANG.

Pzsal |

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinakat |i Rembang
Nomor : 13 Tahun 1980 tentang susursn Organisasi dan Tata—
kerja Sekretariat Wilayah/Deerzh Tingkat Il dan Sekretarist Dewan
Perwakilan Ralkvat Daarah Tingkat 1 Fembang yzng disahkan
dengan surat ¥eputusan Gubeinur Xepala Daerah Tinckat 1 Jawa
Tengah tanggal 14 Maret 1981 Nomor : 188.3 /61 /71981 dan
diundangkan dalam Lembaran Dazrah Tingkat Il Rembharg tang-
gzl 31 Maret 128! Nomor : 1 Tahun i981 Se&ri O yang 1elah
diubah dengun feratysan Daerah Kabupaten Daerg’ Tingkat |l
Rembang Nemor 7 Tahun 1984 tertang Perubahan yang Peitama
kali Peraturan Dasrah Kabupaten Daziah Tingkat 1 Rembang
Nomor 13 Tahua 1980 tenteng 3Susunan Orgenisasi dan Tata-
kerja Sekretariat Wiiayah / Daerah lingkst 1] Rembarg yang telah
disahkan dengan sura; Keputusan Gubsarnur Kepa'a Cierah Ting-
kat | Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1984 Naraor 188.3/
20849/1981 dzn diundangkan dalan Lezmbaran Dacrah Kabu—
paten Dasrah Tingkat I Rembang tanggal 18 Agustus 284 no-
mor : 6 Tahun 1984 S=1i D diubah iegi sebagai beniut ¢

A. Pasal 6 diubah dan dibaca sebegai berikut ;
Pasal 8
Bagian ~hagian sebagai dimaksud pada Pasal 5 Peraturan

Dagrah ini acalah :

a. Bagian Pameiintahan,
b. Bagian Hukum.
C. Bagian- Organisasi dan Tatalaksena.
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Bagian Keuangan.

Bagian Hubungan Masyarakat,
Bagian Perekonomizn,

Bagian Pembarngunan,

Bagian Kesejahteraan Rakyat.

8agian Umum. ’
Bagian Kepegawaian.

= zamoon

B. Dalam Bagian Ketiga, perkatean dan Organisasi & Tatalaksana
dihapus.

C. Pasal 15 sampzi dengen Pasal 21 diubah dan dibaca sebagai
berikut.

Pasal 15

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekeetariat Wilayah / Daerah dalam mengkoordinasikan pe-
rumusan Feraturan Perurndang - undangan, msnelaanh Hukum,
membearikan bantuan Hukum mempublikasiken dan mendokuman-
tasikan produk Hakum,

Pazal 16
Untuk manys'enggarakan tugas tersebut pada Pasal 15

Peraturan Dasrah ini, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a. mangko>rdinasikan porumusan Paraturan Daerzh dan Keputusan
Bupsti Kepsla Dserah, serta mengtkuti dan mengolah per—
kembangan Hukum.

b, mazanaiaah dan menavaluasi nalaksanaan Peratusan Perundang-
undangan di bidang ~amarzintahsn Daerah,

¢, memberikan saran partimbangan dan bantuan hukum kepade
semua unsur Psmeiniah Dserah atas mesalah Hukum yang
timbu! da'am pe'gksanaan tugas.

d. fneng'"nimpu}\ Paraturan Perundang-undangan, me'akukan pu-
biikasi produx Hukum dan mezlakukan dokumer.tasi hukum.

Pasal 17

Bagian Hukum terdiri dai :
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Sub Bag'an Persturan Perundeng - undangan den Penelashan
Hukum. -

Sub Bazgian Dokumentasi Hukum,

Sub B:gian Bantuan Hukum.

FPasal 18

Sub Barian - Sub Bagisn sebagaimana tersebut dalam Pa--

sal 17 Peraturan Daersh ini, masing - masirg dip'mpin oteh se-
orang Kenala Sub Bagian yang berada dibawsh dan tertanggung-
jawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum.

Paszl 19

Sith Bagian Peraturan Ferundang —undargan dan Penelea—

nan Hukum mempunysi tucas :

a.

mengkoordinasikan perumusan rancancan Peraturan Daerah
dan Ksourusan Bupati Kepala Dazersh,

mznaiezh dan mengnsvaluasi Peraturan Daerzh dan Keputusan
Bupaii Kspala Daerah,

Pasal 20

Sub. Brg'an Dokumentasi Hukem mempunyai tugas :
melabukan Dokumentasi dan publikasi produk-produk Hukum.
menartibkan Lembaran Daerah,
mengatur penysbaran dekumen Hukum.

Pasal 21
Sup Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :

mansarima, manaumpulkan dan mempelajari persoalan — per-
soalan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas Peme-
rinteh Daerah.

mernberikzn bantuan hukum kepads Ursur-unsur Pemerintsh
Dasrah atas masalah hukum yang timbul dalam pslaksanaan
tugas masing-masing.

memberikan perlindungan hukum yang bersangkitan dengan
sengketa sswa-menyswa rumah. -



D. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 ( satu) Bagian
baru yang terdiri dari 7 pasal dan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Bagian Organisasi dan Tata laksana

Pasal 21 A

Bazgian Organisasi dan Tata laksana mempunyzi tugas ma-
ngumoulkan dan menqanslisa data, mamoersiapkan psnyusunan
program dan petunivk sertz memonitor dan mengevaluasi perkemba
ngan dibidang kelembacaan dan ketatalaksanaan serta penyusun
konsap-konsap mengenai psmbukuan sarana serta mengeiola
Perpustakaan,

Pasal 21 B

Untuk menyelenggakan tugas tarsebut pada Pasal 21 A
Peraturan Daerah ini, Bagian Organisasi dan Tata iaksana mem-
punyai fungsi.

a, mengumpulkan dan msangolah data serta mempersiapkan kon-
sap-konsep pangembangan keleambagaan dan pstunjuk pem-—
bin3an terhadan sa‘uan organisasi di hnakungan Pemerintah
Daerah, instansi Vertikal D=oartemsn Dalam Negeri dan Pe-
rangkat Wilayah Administrasi.

b. Mengumpulkan dan mengolsh data serta mempersispkan s3-
ran-saran pertimbangan dalem rangka openyusunan konsep-
konsep dan petunjuk pembinaan mengenai tata kerja, metode
kerja dan prodesur kerja.

c. Mencumpulkan dan mengolah data se'ta mempersispkan kon-
sep-konsep pangembangan dan peturjuk pembinaan terhadap
pembukuan sarana kerje dalam rangka efisiensi,

d. Mengelasla dan mengembangkan Perpustakaan,
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Pasali 21 C

Bagizn Organisasi dan Tata laksana terdiri dari :

a. Sub Razo'un Kelambagaan,
b. Sub Bagian Ke'atalaksanaan,
c. Sub Bagian Perpustakaan.

Pasa! 21 D

Suh Bagian- Subh Banizn sehacaimana tersabut pada
pasal 21 € Paraturan Daerah ini masing-m=sirg dipimpin olah
srofana Kepsla Sub Bacian yang berada di bawah dan bertara—
quna jawab !zngsung kepada Kepala Bagian Organisasi dan Ta—
72laksana,

Pasa! 21 E

Sub Bagian Kelembagaan mempunryai tugzs menoum-
nitk=n, mansistimatisasikan dan menaolah data da'am raroks
nerba'kan dan nengemhanaan Oreanisasi dalsm  linghunran Pew
merintzh Drerah, Instansi Vertika! Departerren Dalam Negeti dan
Paranglat Witavah Adininistratif,

Pasal 21 F

Sub Baaian Katatalakeanaan mempunvai tugas me-—
nqumpuikan, mersistimatisacikan dan mengofah data dalam rang—
ka perbaikan s'stim Tata keria dan mefoda kerja dzlam lingkunoan
P=marintah Daerah. Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri
dan Perangkat Wilayah Administratif.

Pasa! 21 G

Sub Basian Perpustakaan mempenyai tuges menyusun
‘eqcena. mengadskan dan meme'ihara buku-buku Feroustakaan
dan a'at-alat Perpustakaan serta menea'ur dan mengurus pemin-
jaman buku-buku dan administrasi Perpustakean,

E. "Bagian Keampasat” sampsi dengan dengan “Bagian Kesshalgg”

!ama msnjadi "Bagian Kelima” sampai dengan “Begian Xedua
belas” haru, )

~F. Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 F diubah dan dibaca se-
bagai berikut : i
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Pasal 28 A

Bagian Hubungan Masvarakat mempunyai tugas melak-
sanakan sebacian tugas Sekretanat Wilayah/Daerah dalam bidang
pemhinaan dan nengembangan Hubungan Masyarakat guna me-.
mantapkan keb:jaksanaan Pimpinan Pemerintah Daerah.

Pgsal 28B

Untuk manyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal
28 A Persturan Daerah ini. Bagian hubungan Masyarakat mem-
punyai fungsi :

a. me!zksanakan Hubungan timbal balik antara Pemerintah Dae-
rah dengan masyarakat umum dan Organisasi Sosial Politik di
Wilayannya.

b. melaksanakan hubungan dengan satuzn-satuan Organisasi da—
lam lingkungan Daerah untuk memberikan pengertian dan
penerangan isntang kebijzksanaan dan kegiatan Pimpinan Pe—
merintah Daerah.

c. menilai pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pe-
pelaksanaan kebijaksanaan Femerintah Daerah. '

d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh
pengertian keyakinan dan partisipasi masyarakat terhadap kebi-

jaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah.

e. menvelenggarakan kegiatan pererangan dan pemberitaan,

f. melaksanakan !nventerisasi dan dokumentasi fotografi pere-
kaman, penerbitan dan mendistribusikan, bahan - bahan pe-
nertiban.

g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan RSPD,. meng-
evaluasi dan meneliti dampak sisran,

Pasal 28C

(1) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi.
b, Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan.



c. Sub Bagian Fublikasi dan Dokumentasi.
d. Sub Bagian Pembinaan RSPD.

(2) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1)
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang KXepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang-
sung kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 28D

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mem-
punyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/
Daerah dalam ;

a. mengumpuikan, menyaring dan menganalisa Informasi baik yang
berasal dari Instansi-instansi vertikal, Dinas-dinas Daerah mau-
pun masyarakat Umum.

b. melaporkan Informasi - informasi yang dianggap perlu sebagai
umpan balik terhadap Pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasal 28E

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah dalam :

a. menyelenggarakan kegiatan penerangan baik intern maupun
extern.

b. menyelenggarakan pemberitaan baik melalui media massa Pe-
merintah Daerah maupun melalui Pers.

c. melayani masyarakat yang memerlukan informasi dan mengada-
kan tanggapan atau penjelasan Pers.
Pasal 28F

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam :

a. merencanakan dan menyelenggarakan penerbitan dokumentasi,
informasi, rekaman, penyajian data dan pameran.

b. mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.

c. Diantara Pasal 28 F dan Pasal 29 disisipkan Pasal baru sebagai-
e
berikut :
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Pasal 28G

Sub Bagian Pembinsan RSPD mempunysi tugas me-
laksanakan sabzgian tugas Sekretaris Wilsyah / Daerah dalam :

a. Merencanakan dan menyslanggaralar kegiatan RSPD.
b. Mengsvailuasi dan meneliti dampak Siaran dalam usaha pem-
binaan den pengembangzn RSPD,

H. Lampiran tentang Bagan Susunan Organiszasi Sekretariat Wi-
layah / Daerah dan Sekretariat Dewzn Parwazkilan Rakyat Da-
erah sebagaimana dimaksud dalam pasz! 80 di ubah menjadi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Dzerah ini.

Pasal |i

) Peraturan Dae’zh ini mu'zi beslaku pede tanggel di-
undangkan. T

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahken pe-
ﬁgundéngan Peraturan Daersh ini dengan perempatannya dalam
Lembaran Dasrah Kabupatan Dasreh Dzerah Tingkat Il Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyst Daerah Ditetapkan di : Rembang
Kabupaten Daerah Tingket I Pada tanagsl : 15 Oktober 1988,
Remban . E
g Bupati Kepala Deaerah Tingkat |
Ketua: Rembung
, ttd. ttd.
- SOEGENG SARWONO SOERATMAN, SH.
DISAHKAN ¢

Dencan Surat Keoutussn Gubernw
¥erale Daerah Tinokat |
Jawa fengsah

Diundangkan dalam Lembaran Dasrzah Targgal 3 Agril 1989
Kabupaten Daerch Tingkat Il Ramoang No. 188.3:97/1989
Nomar 5 Tahul? 19289 Serni D Nomor 3 An. Sekrataris Wilayah / Daeran Tk, |
tanggal 15 April 1939. Jawa fengah
Sekietarls Wiiayzh / Daerah Kepala Biro Hukum
ttd tid,
Drs SOEDIHARTO SARDJITO SH

T NIP. 500 029 511 “Nip, 500.0.4.373
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Ii
REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1988
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERaH TNGKAT I REMBANG NOMOR 13 .TAHUN 1980
TENTANG SUSUMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRE-
TARIAT WiLAYAH / DAERAH TINGRAT || DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DRERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT il REMBANG

L FEJELASAN UMUM :

Berdasarkan surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal
4 Septembder 1982 Nomor : 061/6859/8J dan Instruksi Gubernur
Kepala Dazrai, Tingkat | Jawa Tengah Nomor: 081 / 1 7 1983
tanggal 14 Januari 1983, status Sub Bagian Hubungan Masya—
rekat dan Fretokel di tingkatkan menjadi Bagian. setingkat dengan
Bagian-tagian lain di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah.

Untuk Kabupaten Rembang hal ini sudah di‘aks nakan
yaitu dengan mecnerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984
tentang Perubshan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Rembang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Su-
sunan Oreani oti dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan
Sekretariat De:s:n Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat il Remi.ng.

Bahwa - erdasarkan surat Menteii Dalam Negeri tenggal
7 Dzstmbar 1987 Nomo: 061.12:40/5J0 dan surat Fenteri Da—
lam Negari tanggal 14 Des-mber 1987 Nomor 06!.1/1219 / Lit-
bang. maka parlu  meningkatkan status Sub Bagian Organisasi
dan Tataiaksana m-=njadi Bagian dan menambah Sub Bagian
RSPD pada Bagian Hubungan Masyarakat.

Untuk maksud tersebut diatas. maka dipandang perlu
untuk mengadakan perubshan kedua Peratu-an Daerzly - Kabupaten
Daerah Tingkat Il Rembang Nomor™3 Tahun 1980 tzntang Su-
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sUsuiian wigaiisasi o2kretariat Wilayah / Darrah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatsn Daerah Tingkat |l

AN PASAL DEMI PASAL :

A ‘naksud dengan " Peraturan Daerah ini “

sraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1980.
las.
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